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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASI EKSLUSIF BAGI ANAK PADA 

IBU YANG TERPIDANA 

 

Oleh 

 

FRANNIKA PITALOKA 

 

 

Setiap anak memiliki hak yang dilindungi orang tuanya, masyarakat dan negara. Salah 

satu hak anak/bayi adalah hak untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir sampai 

dengan usia enam bulan. Tujuan penelitian ini dikarenakan banyaknya ibu yang tidak 

memberikan ASI Eksklusif pada bayi dengan alasan berbagai faktor internal maupun 

eksternal. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi 

pemenuhan asi ekslusif bagi ibu yang terpidana dan apakah faktor penghambat 

implementasi pemenuhan hak asi ekslusif bagi anak yang ibunya terpidana pada Lapas 

Way Huwi? 

 

Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara empiris, data penelitian 

diperoleh dari hasil interview kepada responden. Data penelitian dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam dengan, petugas lapas, Dinas Pelindungan Perempuan dan 

Anak dan dosen bagian hukum pidana. Selain itu, studi data penelitian juga 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan memperoleh informasi yang komprehensif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi 

bayi pada ibu yang terpidana di Lapas Wayhuwi Bandar Lampung sudah terlaksana 

dengan baik namun belum sepenuhnya maksimal. Pemerintah Kota Bandar Lampung 

telah menerapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Hal tersebut 

merupakan suatu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan 

kewajibannya dalam pemenuhan hak bagi ibu dan anak.  

 

Berdasarkan hal tersebut, mengingat pentingnya pemberian ASI pada bayi, seharusnya 

Pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak bagi semua 

bayi tanpa terkecuali dan dibantu oleh petugas Lapas agar memperhatikan mekanisme 

Pemberian ASI pada bayi yang harus secara langsung dilakukan oleh ibu tanpa 

menggunakan perantara alat menyusui apapun.  

 

Kata Kunci: Pemenuhan ASI Eksklusif, Anak, Ibu yang Terpidana 
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ABSTRACT 
 

 

IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF EXCLUSIVE 

BREASTFEEDING RIGHTS FOR CHILDREN FOR CONVICTED MOTHERS 

 

By 

 

 

FRANNIKA PITALOKA 

 

 

Every child has rights protected by his parents, society and the state. One of the rights 

of children / infants is the right to exclusive breastfeeding from birth to six months of 

age. The purpose of this study is due to the large number of mothers who do not provide 

exclusive breastfeeding to babies for reasons of various internal and external factors. 

The problem in this study is how to implement the fulfillment of exclusive breastfeeding 

for convicted mothers and what are the inhibiting factors for the implementation of the 

fulfillment of exclusive breastfeeding rights for children whose mothers are convicted 

in Way Huwi Prison? 

 

This thesis is a research conducted empirically, research data obtained from the 

results of interviews with respondents. The research data was collected through in-

depth interviews with prison officers, the Women and Children Protection Service and 

criminal law lecturers. In addition, research data studies are also collected through 

literature studies to obtain comprehensive information. 

 

The results showed that the fulfillment of the right to exclusive breastfeeding for infants 

for convicted mothers in Wayhuwi Prison Bandar Lampung has been carried out well 

but not fully maximized. Bandar Lampung City Government has implemented Regional 

Regulation on Regional Regulation of Lampung Province Number 17 of 2014 

concerning Exclusive Breastfeeding. This is a form of government responsibility in 

carrying out its obligations in fulfilling the rights of mothers and children.  

 

Based on this, considering the importance of breastfeeding infants,  the Government 

should be even more maximal in efforts to fulfill the rights of all infants without 

exception and assisted by prison officers to pay attention to the mechanism of 

breastfeeding for infants which must be directly carried out by mothers without using 

any breastfeeding intermediaries.  

 

Keywords: Fulfillment of Exclusive Breastfeeding, Children, Convicted Mothers 
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MOTTO 

 

 

“Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan 

kemampuan nya” 

(Q.S Al-Baqarah:286) 

 

 

“tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. tidak ada keberhasilan tanpa 

kebersamaan. tidak ada kemudahan tanpa doa” 

 ( Ridwan Kamil) 

 

 

“Tidak ada satupun orang lain yang memahami struggle dan masa sulit nya 

kita, yang mereka ingin tau hanya bagian succes stories. Maka dari itu 

berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada satupun orang yang bertepuk 

tangan” 

 (Frannika Pitaloka) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah dambaan setiap orang. Kehadiran anak dalam keluarga 

tentunya membawa kebahagiaan bagi laki-laki maupun perempuan. Kebahagiaan 

keluarga juga bisa bergantung pada kehadiran anak. Anak adalah anugerah dan 

anugerah dari Allah SWT yang melengkapi kesejahteraan keluarga. Pengertian 

anak sendiri memiliki banyak arti. Definisi ini terdiri dari beberapa ketentuan yang 

berlaku di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

KUHP tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan anak, hanya 

istilah “di bawah umur”.  

Pasal 45 KUHP mewakili unsur pemahaman anak dan mengatur bahwa dalam 

penuntutan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana 

yang berusia di bawah 16 tahun, hakim dapat memutuskan dan memerintahkan agar 

yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tanpa 

melakukan tindak pidana; memerintahkan ekstradisi kepada pemerintah tanpa 

hukuman.1  

Orang tua wajib bertanggung jawab penuh dalam rangka pemenuhan hak anak 

itu sendiri sejak dalam kandungan sampai ia tumbuh dewasa. Tidak hanya orang 

tua tetapi masyarakat dan negara juga harus ikut serta bertanggung jawab dalam 

 
1 Nikmah Rosidah, 2013, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: Aura, hlm. 3 
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pemenuhan hak anak. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa Hak anak adalah bagian dari 

hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.  

 

Jika dicermati, masih banyak hak-hak anak yang terkesan tidak terpenuhi atau 

dilupakan oleh orang tuanya dan negara. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi 

adalah hak pemberian ASI eksklusif. Pasal 128 Ayat 1 UU Kesehatan No. 36 Tahun 

2009 menyatakan:  

“Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 

(enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”. 

 

Menyusui eksklusif berarti bayi Anda menyusu tanpa makan makanan lain 

selama enam bulan pertama kehidupannya.2 Kelahiran di Indonesia mencapai 4,7 

juta setahun, namun jumlah bayi yang disusui secara eksklusif dari 6 bulan hingga 

2 tahun tidak mencapai 2 juta, namun target dihapus WHO masih jauh. 50%. 

Menurut WHO, kurangnya pemberian ASI ekslusif menyumbang angka kematian 

bayi yang cukup besar yaitu satu juta kematian anak disetiap tahunnya, ASI ekslusif 

erat kaitannya dengan nutrisi, Berdasarkan SDKI periode tahun 2007, angka 

kematian bayi di indonesia tergolong tinggi yaitu 34/1000 kelahiran bayi, diare dan 

peneumonia menempati urutan pertama dan kedua angka kematian bayi yaitu 42% 

dan 24%.3 

 
2 Bidanku, ASI Eksklusif untuk Bayi | Ibu Wajib Tahu Manfaatnya, https://bidanku.com/manfaat-

asi-eksklusif. Diakses pada 26 Agustus 2022. 
3 Kementerian Kesehatan RI, Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020, 

http://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_60e3c13edba9f.pdf, diakses pada 26 Agustus 2022 

http://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_60e3c13edba9f.pdf
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Data WHO juga menyebutkan bahwa hanya 40% bayi yang mendapat ASI 

ekslusif diseluruh dunia, dan Indonesia hanya 15 % bayi yang mendapat ASI 

ekslusif, prosentase di perkotaan 25,02% dan di pedesaan 29,03%. Melihat data 

tersebut kita perlu prihatin karena hanya 15% bayi di indonesia yang bisa mendapat 

ASI ekslusif, data tersebut juga bisa berarti bahwa posisi hal itu sebagai santapan 

pokok bayi sudah digantikan setara dengan vitamin susu bubuk. Gencarnya promosi 

susu formula, kurangnya pengetahuan tentang ASI, sosial budaya yang tidak 

mendukung serta kurangnya pemahaman kesehatan akan pentingnya ASI adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya para ibu memberikan ASI ekslusif.4 

 

Menyusui menjadi sebuah hak, bukan kemudian menjadi praktik konstruktif 

yang diterjemahkan dalam kata kewajiban. Ketika dipahami sebagai hak dan saat 

seorang ibu tidak dapat menyusui, maka ia akan mencari cara bagaimana agar bisa 

mendapatkan haknya untuk menyusui. Ada banyak hal yang perlu dinegosiasikan 

terutama bagi seorang ibu yang sedang menjalani masa tahanan. 

 

Bayi memiliki sebuah hak untuk mendapatkan ASI Eksklusif tidak dapat 

terlepas dari hak yang melekat pada dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara optimal. Pemberian ASI memiliki 

banyak manfaat terutama untuk menyehatkan dan mencerdaskan bayi. Selain itu 

ASI juga bermanfaat membentuk perkembangan intelegensia, rohani, dan 

perkembangan emosional karena selama disusui dalam dekapan ibu.5 

 
4 Anita Sampe, Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita, Jurnal 

Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 11 No 1, hlm. 449 
5 Republika.co.id, Asi Anak Untuk Kelangsungan Hidup, https://www.republika.co.id/berita/break

ing-news/kesehatan/10/01/25/102143-asi-hak-anakuntuk-kelangsungan-hidup, diakses pada 27 

Agustus 2022 

https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/kesehatan/10/01/25/102143-asi-hak-anakuntuk-kelangsungan-hidup
https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/kesehatan/10/01/25/102143-asi-hak-anakuntuk-kelangsungan-hidup
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Pemerintah pada khususnya, haruslah memberikan jalan keluar atas 

permasalahan yang dihadapi oleh para ibu menyusui untuk memenuhi hak bayinya 

secara maksimal. Sehingga tidak ada lagi ibu menyusui dan bayinya yang hak-

haknya terabaikan dan mendapatkan segala macam diskriminasi, terutama 

diskriminasi fasilitas yang tersedia. Indonesia adalah negara hukum yang menjamin 

keadilan kepada seluruh warganya tak terkecuali, dan salah satu ciri dari negara 

hukum adalah perlindungan hak-hak asasi manusia. Kemudian belum terdapat 

kebijakan yang secara tegas mengatur mengenai pemenuhan hak atas ASI Eksklusif 

bagi bayi yang ibunya yang telah ditetapkan sebagai Pelaku Tindak Pidana. 

 

Contoh kasus yang terjadi pada Rismaya yang merupakan tersangka kasus 

pencurian emas. Ia ditahan di penjara bersama bayinya yang berusia 10 bulan. Bayi 

itu harus ikut Rismaya karena masih membutuhkan ASI. Rismaya mengaku nekat 

mencuri emas karena masalah ekonomi.6 Hak ibu menyusui saat sedang dalam 

tahanan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan dari negara. Peraturan yang 

mengatur dan melindungi hak ibu dan bayi dalam memperoleh ASI memang sudah 

banyak, namun pelaksanaan peraturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. 

 

Dampak dari tidak terlaksananya peraturan tersebut mengakibatkan hilangnya 

kesempatan interaksi ibu dan bayinya untuk menyusui sehingga banyak ibu 

memilih untuk menggunakan makanan pengganti ASI dan bahkan memutuskan 

berhenti menyusui. Terlebih lagi masyarakat sendiri disuguhi promosi-promosi 

yang masif mengenai berbagai produk makanan pengganti ASI bahkan 

 
6 Kontenislam.com, Beda Nasib dengan istri Ferdy Sambo 9 ibu ini tetap di penjara meski punya 

anak kecil, https://www.kontenislam.com/2022/09/beda-nasib-dengan-isteri-ferdy-sambo-9.html, 

diakses pada 13 Oktober 2022 

https://www.kontenislam.com/2022/09/beda-nasib-dengan-isteri-ferdy-sambo-9.html
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mempengaruhi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, hingga membuat kebijakan 

untuk kepentingan mereka sendiri.  

 

Menyusui adalah kegiatan yang menopang kehidupan manusia dan sangat 

penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Namun, kebutuhan perempuan dan 

kontribusinya terhadap reproduksi seringkali dieksploitasi dan diabaikan oleh 

masyarakat. Ketika para ibu ingin menyusui, mereka seringkali harus berurusan 

dengan otoritas yang tidak berwenang dan fasilitas medis yang tidak memadai.  

 

Tanpa fasilitas dan tenaga kesehatan yang mendukung pemberian ASI, ibu 

menyusui tidak dapat menyusui, meskipun mereka menginginkannya. Oleh karena 

itu masyarakat dan negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak ibu menyusui 

dengan memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk melindungi hak-

hak bayi dan ibu itu sendiri, tanpa campur tangan dari salah satu pihak. ada. 

Penyediaan fasilitas tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari upaya 

mempertahankan hak pemberian ASI eksklusif dan sebagai langkah untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. 

 

Melihat realita saat ini, masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak 

anak, terutama hak untuk mendapatkan ASI eksklusif jika seorang ibu divonis 

penjara. Lalu bagaimana peran negara dalam mewujudkan dan melindungi hak 

tersebut agar perempuan yang menyusui anaknya tetap dapat menyusui secara 

eksklusif. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Asi Ekslusif 

Bagi Anak Pada Ibu Yang Terpidana. 

 

B. iPermasalahanii danii Ruangii Lingkupii 

Berdasarkani latari belakangi diatas penulisi merumuskani sebuah ipermasalahani 

yaitu: i 

1) Bagaimana implementasi atas asi ekslusif bagi ibu yang terpidana (studi pada 

lapas perempuan wayhuwi)? 

2) Apakah faktori penghambati implementasii pemenuhan hak atas asi ekslusif 

bagi anak yang ibunya terpidana? 

 

Ruangi lingkupi bidang ilmui pada penelitian skripsi inii yaitu Hukumi Pidanai 

yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Implementasi Pemenuhan Hak 

Asi Ekslusif Bagi Anak Pada Ibu Yang Terpidana. 

 

C. Tujuani danii Kegunaani iPenelitianii 

1. Adapun yang menjadi itujuani penulisan ini yaitu iuntuki mengetahuii dan 

menganalisisi perani lembaga perlindungan anak dan lapas perempuan 

dalam melakukan pemenuhan dan perlindungan atas hak pemberian ASI 

ekslusif bagi anak yang ibunya terkena tindak pidana dan mengetahui iapa 

sajai faktori pendukungi dan penghambat implementasi pemenuhan hak 

atas ASIi eksklusifi bagi anak yang ibunya terkena tindak pidana. 

2. Kegunaani Penelitian iPeneliti berharap ipenelitiani inii dapat iberguna yang 

mencakupi kegunaani teoritis idan kegunaan ipraktis iyaitu: 
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a. Kegunaani Teoritisi Secara teoritis, hasil penelitiani inii dapat 

iberimplikasi pada perkembangan keilmuan di bidang hukum, 

khususnyai hukum ipidana. Hal ini berkaitan idengani penegakan hak 

ibu yang terbukti untuk menyusui anaknya secara eksklusif. 

Diharapkan penelitian ini akan membuka perspektif dan wawasan 

tentang penerapan hukum secara praktis, yang mengarah pada 

penciptaan hukum yang lebih menguntungkan di masa depan.  

b. Kegunaani Praktisi darii penelitiani inii yaitu: i 

a) Hasil ipenelitiani ini memang idiharapkani dapati imemberikan 

informasii dani wawasani yang bermanfaat bagi sayai dani 

masyarakat terkait penegakan hak ASI eksklusif anak bagi ibu yang 

terbukti. 

b) Kami berharap hasili penelitiani inii dapati menjadii referensii bagii 

mahasiswaii dani masyarakati umumi iyang membutuhkani bahan 

referensi sebagai bahan penelitian.  

c) Hasili penelitiani inii dijadikani sebagaii salahi satui syarati dalami 

rangka imemperolehi gelari Sarjanai Hukum dii Fakultasi Hukum, i 

Universitasi Lampung. i 

D. Kerangka Teoritisi dani Teori iKonseptuali 

1. Kerangkai Teoritis 

Pengertiani Framei Theoryi menuruti Soeljonoi Soekant adalah seperangkat 

gagasan abstrak atau kerangka acuan atau landasan yang relevan dengan 

pelaksanaan penelitian akademik, khususnyai penelitiani hukum. i Artinya, i 

mengembangkani teorii yangi digunakani dalami penelitiani ini, yaitu: i 
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a. Teorii Perlindungani Anaki 

Komitmeni nasionali terhadapi perlindungani anaki sudah ada sejak negara 

Indonesia berdiri dani dapat dilihat dalami konstitusi dasar UUD 1945. Dalam hal 

ini, anak juga termasuki dalam kesejahteraan umum dani kehidupan kerohanian 

masyarakat. iPerlindungan anak berarti isegalai upayai untuk imenciptakani kondisi 

idii manai semuai anaki idapat imelaksanakan ihak idani tanggungi jawabnya untuk 

perkembangani dani perkembangani fisik, mental, dan isosialnya secara wajar.  

 

Perlindungani anaki merupakani ekspresii darii adanya ikeadilani dalami 

masyarakat, i dan iperlindungani anaki diupayakani dalami berbagaii bidang 

ikehidupani berbangsai dani bermasyarakati. Pekerjaan perlindungan anak memiliki 

implikasi hukum, baik menurut undang-undang imaupuni tidaki tertulis. i Undang-

undang menjamini kegiatani perlindungani anaki. i 

 

Perlindungani anaki berartii segalai upayai untuki menciptakani kondisii di mana 

semua anak dapati melaksanakan hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan 

dan perkembangani fisiki, mental, dan sosialnya secara wajar. Perlindungani anak 

merupakan ekspresi dari adanya ikeadilani dalam imasyarakat, i dan iperlindungani 

anaki diupayakanii dalamii berbagaiii bidangi kehidupani berbangsai dani 

ibermasyarakat. Pekerjaan iperlindungani anaki memilikii implikasii hukum, i baik 

imenurutii undang-undangii maupunii tidakii tertulis. i  

 

Kepastiani hukumii perluii diupayakanii untukii meniadakani kegiatan 

perlindunganii anaki dani mencegahi penyalahgunaani yangi membawa akibat 

negatifii yangii tidaki diinginkani dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 
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Perlindungani anaki merupakani upayai danii kegiatanii seluruhii lapisanii 

masyarakati dalami berbagaii posisii dani peran, yangii menyadari betapa 

pentingnya anak bagi bangsai dani negarai di masai depan. Menurutii sosiologi dani 

pakar hukumi iSoerjonoi Soekanto, i ifaktor-faktori yangi imempengaruhii 

penegakani hukum adalah faktori ihukum, i aparat penegaki hukum, sarana atau 

fasilitas pendukung, lingkungan tempat hukum ditegakkan, dan budaya.7 

 

Perlindungani menuruti peraturani iperundang-undangan: i 

a. Menuruti Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2002 tentangi Perlindungani 

Anak, anak dan hak-haknya harus dijamini dani dilindungii agari dapati hidup 

secara optimal, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan mendapat 

perlindungan isesuaii dengani harkati idan martabati kemanusiaan. i  

b. Menuruti Undang-Undangi Nomor 13i Tahuni 2006i tentang iPerlindungani 

Saksii dani Korban, i segalaii upayaii untuki membelai haki idani memberikani 

bantuani jaminani kepadaii saksiii dan/atauii korbaini dilakukanii olehii LPSK atau 

Korban sebagaimana diatur harus dilakukan oleh instansi lain dan dilakukan 

berdasarkani undang-undangi ini. 

c. Menuruti PPi No. 2 Tahuni 2002i tentangi Tatai Carai Perlindungan Korban dan 

Saksi Pelanggaran HAM yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib 

dilaksanakan oleh aparati penegaki hukumi ataui aparati keamanan untuk 

memberikani rasai amani baik fisiki maupuni mentali, kepadaii korbani dan 

saksi, i darii ancaman, i i gangguan, i teror, i dani kekerasani dari pihak manapun, 

i yangi diberikani padai tahapi penyelidikan, i penyidikan, i penuntutan, i dani 

 
7 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: 

Rajawali Pers, hlm. 6 
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atau pemeriksaani dii sidangi pengadilan. i 

 

Perlindungan menurut para ahli diantaranya : 

a. Menuruti Satiptoi Raharjo, i perlindungani hukumi adalahi perlindungani hak 

asasii manusiai yang merugikan iorang ilain, i dan iperlindungan ini idiberikan 

agar masyarakat dapat menikmati semua hak yangi diberikani oleh hukum.. 

b. Menuruti Muktiei A. i Fadjar, i perlindungani hukumi merupakan penyempitan 

darii artii perlindungan, i dalami hal inii hanyai iperlindungani olehi hukum. i 

Perlindungan hukum juga terkait dengan adanyai hak dan kewajiban, dalam hal 

ini hak dan kewajiban yang dimiliki manusiai sebagaii pelaku hukum dalam 

berhubungan dengan manusia lain dan lingkungannya. i Sebagaii badan hukum, 

manusiai mempunyai ihak idan ikewajibani untuki melakukani perbuatani 

hukum. 

 

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain:  

a. merupakani pengembangani ikebenaran, i ikeadilan, i dan ikesejahteraan ianak,  

b. harusi mempunyaii landasani filsafat, i etika, i dan hukum, i secarai rasional 

positif, dapati dipertanggungjawabkan, ii  

c. bermanfaati untuki bersangkutan,  

d. mengutamakani iprespektifi kepentingani yangi diaturi bukani prespektif 

ikepentingani yangi mengatur,  

e. tidaki bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara 

konsisten,  

f. mempunyaii rencanai operasional,  

g. memperhatikani unsur-unsuri manajemen,  

h. melaksanakani responsi keadilani yang restoratif (bersifat pemulihan),  

i. tidaki merupakani wadahi dani kesempatani orang mencari keuntungan 

pribadi/kelompok,  

j. anaki diberii kesempatani untuki berpartisipasii sesuaii situasi dan kondisinya. 

 

b. Haki Asasii Manusia 

Haki  asasii  manusia  adalah  istilahi  bahasa  Indonesia  yang  mengacu  pada 
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hak dasar ataui haki dasar yang idimiliki iorang. i Dalam i istilah ini, hak asasi 

manusia diartikan sebagai hak-hak yang berkaitan dengan  harkat  dan  martabat 

manusia sebagai ciptaan  Tuhan.  Karena  hak-hak  ini  dibawa  ke  Bumi  oleh  

manusia,  maka  hak-hak  ini (jelas) diperuntukkan bagi Fisli dan bukan untuk 

manusia atau bangsa. Teori-teori penting yang berkaitan dengani persoalan iHAM 

antara lain Teori Hak Asasi Manusia (Natural Rights Theory), Teori Positivis 

(Positivist Theory), dan  Teori i Relativismei Budayai (Culturali Relativism 

Theory). i  

 

Menuruti teorii haki kodrat, i haki asasii manusiai adalahi haki yangi diberikan 

kepada semua orangi pada setiap waktui dan tempat karena dilahirkan sebagai 

manusia. Hak-hak tersebut imeliputi hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik. Hak 

asasi manusia bersifat universali dan tidak iperlu diakui oleh pemerintah atau 

sistem hukum mana pun. i  

 

Oleh karena itu, i sumberi hak asasi manusiai yang sejati hanya berasal dari 

manusia. Menurut positivisme, hak harus berasal dari sumber yang pasti seperti 

undang-undang, peraturan, i dan konstitusi yang dibuat oleh negara. Di sisi lain, 

menurut teori relativisme budayai (Cultural Relativism Theory), teori hak-hak 

kodratii dan penekanannya pada universalitas dipandang sebagai pemaksaan satu 

budaya pada budayai lain, dan disebut imperialisme budaya (Cultural 

imperialism).  

 

 

 

 



12 

 

2. Konseptual  

Interpretasi konseptual adalah kerangka kerja yang menggambarkan keterkaitan 

antara konsep-konsep tertentu. Ini adalah kumpulan dari beberapa definisi yang 

terkait dengan istilah yang diteliti. Hal ini karena mengganggu pemahaman saat 

melakukan penelitian. Di sini kami menjelaskan implikasi utama dari konsep 

penelitian dan menempatkan batasan permanen pada retensi istilah yang ada.  

 

Dari implikasi itu, penggunaan arti darii istilahi yangi digunakani dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Perlindungani Hak Asasi Manusia adalahi untuk menjamin perlindungan hak 

asasii manusia iyangi dituntut oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan 

kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semuai haki asasinya 

demii hukum. i 

b. Menuruti Undang-Undangi Nomori 35i Tahuni 2014i Pasal 1i Ayat 1 yang 

dimaksud dengani anaki adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk 

anaki dalamii kandungan. i 

c. ASIi Eksklusifi menurut iPeraturani Perundang-undangani Nomori 33i Tahun 

2012i adalahi ASI iyang diberikani kepada ibayi sejak ilahir sampaii berusia 

enami bulan tanpa menambahi ataui mengganti makanan ataiu minuman lain. 

E. Sistematikai Penulisan 

Agari mempermudahi dani memahamii penulisan iskripsi inii secara 

keseluruhan, i maka disajikan isistematikai penulisani sebagaii berikut: i 
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I. PENDAHULUAN 

Bab inii membahasi tentangi latar belakang, masalahi dan ruangi lingkup, tujuan 

idani aplikasi, ikerangkai teori dan kontekstual, isertai sistem penulisan penelitian 

terkait penegakan hak ASI eksklusif bagi anak dari ibu yang terkena tindak pidana. 

 

II. TINJAUANi PUSTAKA 

Babi inii merupakani pendahuluian yang memberikan pemahamani secara umum 

tentang pokok bahasan dan menguraikan implementasi hak pemberian ASI 

eksklusifi bagii anaki yangi lahir idari ibu iyang dipidanai karenai tindaki pidanai. 

 

III. iMETODEi PENELITIANi 

Babi ini membahas imasalahi tersebut isecara isistematis idengan imenggunakan 

metodei ilmiah. i Hal iini meliputii analisisi data mengenaii pendekatani masalah, 

sumberi informasi, jenis data, metode pengumpulan dan pengelolaan data, serta 

penegakan haki pemberiani ASIi eksklusifi bagii anak dari ibu yang terkena tindak 

pidana. Oleh karena itu, diperlukan metodei yangi jelasi dan efektifi agari hasili 

penelitiani ini dapat dipertimbangkani. 

 

IV. HASILi PENELITIANi DANi PEMBAHASANi 

Babi pembahasain yang memaparkani penelitiani tentangi implementasii haki 

pemberian ASI eksklusif bagi anaki dari ibui yangi terkena tindak pidana. i 
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V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan usulan penelitian tentang bagaimana mewujudkan haki 

pemberiani ASIi eksklusifi bagi ianak yang ilahiri darii ibui yang terkena tindak 

pidana.
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II. TINJAUAN iPUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan tentang Implementasi 

Politik adalah tentangi apa yang dilakukani ataui tidaki dilakukani olehi 

pemerintah. i Artinya ketika suatui pemerintahi memutuskani untuki melakukani 

sesuatu, i i harusi iadai itujuan (aim), i danii kebijakani nasionali iharusii mencakup 

isemuai “tindakan” i pemerintah. i Jadi ini ibukani hanyai isyarat oleh ipemerintahi 

atau pejabat pemerintah. Selain itu, apai yangi tidaki dilaksanakani olehi pemerintah 

jugai merupakani kebijakani nasional. iKarena “apa iyang tidak dilakukan 

pemerintah” memiliki pengaruh dan pengaruh yang sama dengan “apa yang 

dilakukan pemerintah”.  

 

Implementasi kebijakan publik diperlukan untuk mencapai implementasi 

kebijakan yang baik. Implementasi berarti pemenuhan suatu kesepakatan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pendapat ahli tentang 

implementasi meliputi: Menuruti Vani Meteri dan iVani Horn, i proses implementasi 

adalah tindakani yangi dilakukani olehi individu, i pejabat, i dan kelompoki yang 

mengarahkan kemajuan tujuan kebijakan. 

 

Dalami bahasa ini, implementasi berarti pelaksanaan, pelaksanaan. Secara 

umum, "implementasi" mengacu pada pelaksanaan atau pelaksanaan rencana yang 

dipikirkan dengan matang. Oleh karena itu, eksekusi terjadi ketika ada rencana 
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yang baiki dani matang, i atau ketika rencana itu dibuat jauh-jauh hari dan rencana 

itu pasti dan jelas. Implementasi adalah cara mengatur pelaksanaan sesuatu yang 

mempengaruhi atau mempengaruhi sesuatu. Merupakan kegiatan yang 

direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta dilaksanakan 

berdasarkan kriteria tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.8  

 

Berdasarkani pengertiani tersebut, i dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah 

tindakan perencanaan yang dipersiapkan dengan matang. Implementasi berfokus 

pada implementasi rencana yang sebenarnya. 

 

B. Tinjauan tentang ASI 

ASIi adalahi makanani yangi sempurnai untuk ibayi Anda karenai mengandung 

hampiri semuai nutrisi iyangi dibutuhkani bayii Anda. iASI idiformulasikan ikhusus 

iuntuk ibayi dani tidaki dapat digantikan dengan susu sapi atau susu formula. Di sisi 

lain, susu sapi dan susu formulai yangi diformulasikani khususi untuki bayii memiliki 

komposisi yang sangati berbedai dan tidaki dapati menggantikani ASI.  

 

ASIi Eksklusifi adalahi pemberiani ASI sampai dengan usia satu ibulani tanpa 

penambahan icairani laini sepertii susui formula, i jeruk, madu, teh, airi putihi dani 

lain-laini ikepada bayi idani tanpa menambahkan imakanani padati sepertii pisang, i 

ipepaya, i buburi susu, i biskuit, i bubur i berarti memberikan dalam waktu 6 bulan. . 

Menyusui eksklusif mengacu pada menyusui sesuai kebutuhan sampai i usiai enami 

bulan, tanpa memberikan bayi makanan pencegahan apa pun seperti gula atau air 

 
8 Zakky, i “Pengertiani Implementasi imenuruti Parai Ahli, i KBBI idani Secarai Umum” i, 

https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html. diakses pada 26 September 2022 



17 

 

bertepung atau cairan apa pun selain sirup obat. Proses menyusui dimulai dengan 

pemberian kolostrum (susu diproduksi dalam beberapa hari pertama) i30i menit 

isetelahi bayii lahir. i Perilakui menyusuii harusi seseringi mungkin, i termasuki 

pemberiain makan malam. 

 

Komposisii ASIi tidaki samai darii waktui kei waktu. i Faktori yang 

imempengaruhii komposisii ASIi adalahi masai laktasii, i yangi terdirii darii tigai 

tahapani yaitu: i 

a) Colostrum adalah cairan kental berwarnai kekuningan yang keluar dari 

kelenjari susui ibu untuk pertama kali isetelahi melahirkan. i 

b) ASIi transisi adalah ASI transisi yang diproduksi dari akhir produksi 

kolostrum hingga sekitar 2 minggu pascapersalinan, volumenya 

meningkat seiring dengan periode laktasi dan kemudian ditambah 

dengan ASI matur. 

c) ASI matur (matang) adalah ASIi yangi dikeluarkani setelahi 10 hari, i 3-

4i minggu, i dst. i 

 

ASI memiliki beberapa manfaat bagi bayi. Dengan manajemen menyusui yang 

baik, kebutuhan bayi Anda terpenuhi oleh ASI selama i enami bulani pertamai 

kehidupannya. i ASIi mengandungi nutrisii yangi tidak dapat diserap iolehi semuai 

jenisi susu, imenjadikani ASIi sebagai inutrisii paling lengkap iuntuk iproses tumbuh 

kembang bayi Anda. i 

ASI imengandungi kolostrumi, yang ikayai akan iantibodi, i dan idapat 

imelindungii bayi Anda dari infeksi, i alergi, i asma, i diare, i dan lainnya. Pemberian 

ASIi eksklusif olehi ibui dapati meningkatkani kecerdasan. i Prosesi pertumbuhani 
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otaki yangi cepati terjadii dengani nutrisii yangi tepat, terutama pemberian iASIi 

eksklusif. 

 

Pada iminggu-minggui terakhiri kehamilan, i kelenjari penghasili susu imulaii 

memproduksi isusu. Menurut Kent dalam Polard, pedoman volume irata-ratai ASI 

iyangi diberikani ibu kepada bayinyai selamai menyusui adalah sebagai berikut:9 

Tabel 1. Rata-rata Volume Asi 

No. Usia iiBayi Volume iASI Frekuensii Menyusui 

1 Ketikaii lahir  Sampaii 5 ml iASI Penyusuani pertama  

2 Dalamii 24i ijam 7-123 ml/hari ASI  3-8 iPenyusuan 

3 Antarai 2-6 ihari 395-868ml/harii ASI 5-10 iPenyusuan 

4 Satu ibulan 395-868 ml/harii ASI 6-18 iPenyusuan 

5 Enam ibulan 710-803i ml/hari iASI 6-18 iPenyusuan 

 

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata frekuensi pemberian ASI bayi saat lahir kala 

I adalah 5 ml. Kemudian saat bayi lahir 24 jam menghabiskan 3-8 kali menyusu 

dengan volume ASI 7-123 ml. Setelah bayi berumur 2-6 hari, bayi akan 

mendapatkan 395-868 ASI dengan 5-10 kali menyusui. Kemudian setelah bayi 

berumur satu bulan, bayi menghabiskan 395-868ml dengan 6-18 kali menyusu. 

Kemudian setelah bayi berumur 6 bulan, bayi mengeluarkan ASI sebanyak 710-

803 ml dengan 6-18 kali menyusui dari seorang ibu. 

Menurut analisis penulis berdasarkan tabel ini, bayii mengosongkani payudarai 

hanyai sekalii ataui duai kalii per ihari idan rata-rata hanyai 67% isusui yangi tersedia 

idikonsumsii dengani volumei rata-ratai 76 iml per imenyusui. i Setelah i6 bulani 

 
9 Pollard dan Maria, 2016, ASI Asuhan Berbasis Bukti, Jakarta: EGC, hlm. 12 
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volume produksi iASI berkurang dan isejak isaati itui kebutuhani nutrisii tidak dapat 

lagi dipenuhi oleh ASI saja dan harus mendapat makanan tambahan. Dalam 

keadaan produksi ASI normal, i volume iASI iterbanyaki yangi dapat idiperolehi 

adalahi pada i5 meniti pertama. i Mengisapi ataui menghisapi oleh bayi biasanya 

berlangsung 15-25i menit.  

 

Ukuran payudara tidak ada hubungannya dengan volume ASI yang dihasilkan, 

meskipun payudara yang sangat kecil, terutama yang ukurannya tidak berubah 

selama kehamilan, hanya menghasilkan sedikit ASI. 

 

C. Tinjauan tentang Pemenuhan Hak Asi Eksklusif 

Undang-Undangi Perlindungani Anaki No. 23 iTahuni 2002 mendefinisikan 

anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang 

belum lahir. Pemahaman menjadi lebih jelas jika kita menghitung anak-anak ini 

berdasarkan kelompok umur. Ia memiliki enam kelompok umur yang perlu Anda 

ketahui; 

1) Kelompok umur natal atau elf yang belum lahiri adalahi bayii yangi masihi 

dalam ikandungani dan iterbagii menjadii duai kelompok. 

2) Kelompok usia bayi baru lahir: 

Bayi baru lahir kurang dari 28 hari, 

3)  Kelompok usia Balita: 

Bayi berusia 0 bulan hingga 1 tahun (bayi di bawah 1 tahun), 

4) Kelompok Usia Bayi: Anak-anak di bawah usia 3 tahun. 

5) Kelompok umur “Balita” adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. 

6) Kelompoki umuri anaki usiai sekolahi adalahi pembagiani kelompoki umuri 

anaki usiai sekolahi menjadii dua, i yaitui kelompoki umur ipertama. iAnak-

ianak (TK dan SD), i termasuki anaki prasekolah, i berusia antara 5 hingga 

14 tahun. Dan kelompok usia kedua adalah kaum muda (15 hingga 18 
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tahun). 

 

Melihat anak-anak dalam kelompok usia ini, terlihat jelas ibahwai anak-anak 

sangati berbedai dengani orangi dewasa. i Merekai (anak-anak) berkembangi dani 

tumbuh seiring bertambahnya usia. Waktu yang dihabiskan untuk membesarkan 

anak berjalan dengan cepati dani tidaki pernahi kembali. Dari enam kelompok usia 

di atasnya, anak-anaknya yang berusia di bawah lima tahun, termasuk kelompok 

usia perinatal, adalah yang paling rentan, di mana hak mutlak harus dipenuhi dan 

kewajiban diabaikan.  

 

Hak Asasi Manusia atau yang biasai dikenali dengani haki asasi manusia iadalah 

hak-haki yangi melekati padai dirii manusiai sejak idilahirkani dalam ikandungan 

isampaii meninggali dunia. i Haki anaki merupakan ibagian idari ihak iasasi imanusia 

yangi wajib idijamin, i dilindungii dan idiwujudkani olehi orang itua, i keluarga, i 

masyarakat, i pemerintahi dan negara. i Termasuk hak anak mencakup:10 

1) noni diskriminasi,  

2) kesejahteraani anak,  

3) haki untuk ihidup, dan  

4) mengembangkan idan imenghargai ipendapat anak11 

 

 

Memperoleh iAir iSusu iIbu (ASI) imerupakani salah isatu ihak idasar ibayi dani 

harusi dipenuhi. iPernyataan ini dijelaskan karena beberapa ialasan. Artinya, i setiap 

 
10 Nikmah Rosidah, 2019, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower,. hlm. 4-5. 
11 Undang Undang Perlindungan Anak Bab I pasal 1 No. 12 dan Bab II pasal 2 
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bayi memilikii hak dasar atas gizi yang optimal dan ikesehatan yang baik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Semua ibayi imemilikii hak idasar 

atasi perawatani dan interaksii psikologisi terbaik iuntuki kebutuhan pertumbuhan 

dan perkembangannya yang optimal. ASI iadalahi makanani terbaiki untuk ibayi. 

iASIi tidak ihanya imenyediakan ikumpulan izat pelindungi iterhadapi berbagaii 

penyakit iakut dan kronis, tetapi juga memberikan interaksi psikologis yang kuat 

dan tepat di antara keduanya. Bayi idani ibu memiliki ikebutuhan idasar untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Ibu menyusui juga mendapat manfaat 

dari manfaat kesehatan. 

 

Hak bayi atas imakanan, ikesehatani dan iinteraksi ipsikologisi yang iterbaiki 

dapat idiperoleh idengan imemberikani ASI iatau dengan kata lain i'Hak isetiapi bayii 

untuki mendapatkani ASIi serta haki setiap iibu iuntuk imenyusuii bayinya, i Bayi 

iharusi mendapatkani gizi iyangi cukup iuntuki pertumbuhan idan iperkembangan 

yang ioptimal isejak ilahir. iOleh karena itu, i setiapi bayi berhak imendapatkani ASI 

eksklusif iselama i6 (enam) ii bulan ipertama iikehidupannya idan idilanjutkan isecara 

bersamaan idengani Makanani Pendamping ASI (MP-ASI) i sampaii dengan usia dua 

tahun iatau ilebih. iIbu tidaki boleh dilarang menyusui bayinya. i 

 

Pemerintahi dani seluruh ilapisan masyarakat iberkewajiban imemastikan tidak 

ada hambatan bagi ibu iuntuk imenyusui ibayinya, ibui tidak ibolehi didiskriminasi 

karenai menyusui, i ibui harusi mendapat iinformasi idan idukungani yang cukup untuk 

dapat menyusui, ibu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan antenatal 

(prenatal) dan pelayanan kesehatan ibu/bayi yang baik. 
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Indonesia adalah anggota WHO, oleh karena itu Indonesia harus meratifikasi 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh WHO, salah satunya iIndonesiai 

meratifikasi CRC imelalui iKeputusanii Presiden No. i36 iTahun 1990i, iIndonesia 

berkewajibani untuki melaksanakani ketentuan-ketentuani yang iterkandung idani 

ataui memiliki ikewajibani untuki memenuhii hak-haki anaki yangi diakuii dalami 

KHA. i Dalam pasal i4, CRC menyatakan bahwai negara-negarai peserta akan 

imengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan ilangkah-langkahi lain 

iuntuk ipelaksanaani hak-haki yangi diakui idalam iKonvensi ini. i Dalami konteksi hak 

asasi manusia, hubungan antara negara dan anak sebagaimana diatur dalam 

Konvensi iHaki Anaki adalahi hubungani dimana negara (maksudnya badan tata 

usaha negara) memikul kewajiban dan anak memikul hak.  

 

Erman Rajagukguk menyatakan12, Ketika negara memasuki tahap 

kesejahteraan negara, seruan intervensi negara melalui undang-undang untuk 

melindungi yang rentan menjadi sangat keras. Selama periode ini, negara mulai 

memperhatikan kepentingan pekerja, konsumen, lingkungan, dan kaum lemah. 

Perlindungan hak anak atas ASI merupakan bagian dari kemajuan teknologi dan 

industri dan di satu sisi harus dilindungi oleh pesatnya perkembangan industri 

(dalam hal ini industri susu). 

 

Perlindungan iidiartikanii sebagaiii hali iatau iiperbuatanii berupaii pemberian 

jaminanii atas iikeamanan, ii ketentraman, i i kesejahteraan,i dani ikedamaiani darii 

pelindungi kepadai yangi dilindungii dari isegalai resiko yang imengancam. 

 
12Erman iRajagukguk, 2000, iPeranani Hukumii di iIndonesia: iMenjaga iPersatuan, iMemulihkan 

Ekonomi idan iMemperluas iKesejahteraan Sosial, i Universitas Indonesia: Jakarta, hlm. 1  
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Perlindungan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk juga 

hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan dalam menjalankan hak dan 

kewajiban13. Perlindungan terhadap hak anak untuk mendapat ASI sangat perlu 

dilakukan mengingat data dilapangan semakin sedikit ibu melahirkan yaang 

menyusui anaknya, gencarnya iklan susu formula dan banyak ibu yang bekerja 

diindikasikan menjadi salah satu penyebab berkurangnya ibu-ibu yang menyusui 

anaknya. 

 

UU Kesehatan Pasal 128 UU Kesehatan No. i 36 iTahuni 2009 dengan jelas 

mengatur bahwa isetiapi bayi iberhak imendapati ASIi eksklusifi selamai enam ibulan 

sejaki lahir, kecuali iatasi indikasii medis. i Dan iselama imenyusui, i keluarga, i 

pemerintah, i pemerintahi daerahi dan imasyarakati harusi mendukung ipenuh biayi 

dengani menyediakani waktui dani fasilitasi khususi untuk iibunya. iBerdasarkan UU 

Kesehatan ini, Peraturani Pemerintah No. 33i Tahuni 2012i menyatakan ibahwa 

setiap iibui yangi melahirkani anaki harus merawat bayinya dan menyadari 

pentingnya ASI sepanjang hayat. Ini menyatakan bahwa itu harus disusui secara 

eksklusif. . Donasi hanya dapat dilakukan oleh donor ASI. Tapi aturan tanpa 

penegakan yang efektif seperti harimau tanpa gigi dan taring tajam. Efektivitas 

suatu hukum adalah kualitas perbuatan nyata masyarakat, bukan kualitas hukum itu 

sendiri 

 

Mengatakan bahwa hukum itu sah hanya berarti tindakan orang itu sesuai 

dengan hukum. Efektivitas hukum terletak pada kenyataan bahwa norma hukum 

 
13 Philipus harjon, 1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia,Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5 
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mendikte perilaku orang. Hukum seringkali gagal untuk secara efektif mengatur 

hubungan antara anggota masyarakat. Ketidakefektifan hukum dapat disebabkan 

oleh adanya faktor manusia dalam berfungsinya masyarakat dan oleh orang-orang 

sebagai perencana, pelaksana dan aparat penegak hukum yang kurang mendukung 

penegakan hukum. 

 

Soerjono Soekantoi berpendapat bahwa peraturani perundang-undangani yang 

disebut ibaik, itidak cukup memenuhi syarat filosofis, ideologis, dan legal, tetapi 

harus diterapkan secara sosiologis, yaitu sah secara hukum. berpendapat bahwa 

kompleksitas masalah berarti bukan hanya tentang kebohongan publik. Oleh 

penegakan hukum atau ketidaktahuan. Dianalisis tidak hanya dari sudut pandang 

aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, tetapi juga dari sudut pandang 

aspek filosofis, hukum dan sosiologis dari isi hukum itu sendiri. 

 

Hukum iberfungsii sebagaii alat ikontroli sosial, i berusaha untuk menciptakan 

keadaan yangi seimbangi dalami masyarakat, i dengani tujuani untuk imenciptakan 

keadaani yangi harmonisi stabilitas idan perubahani sosial. iSelain itu, ihukumi juga 

memilikii fungsi ilain isebagaii sarana irekayasa isosial, i saranai pemutakhiran 

masyarakat. i Hukumi dapati berperani dalam imengubahi pola pikir masyarakat dari 

pola pikir tradisional menjadi pola pikir rasional atau modern. Validitas hukum 

membutuhkan sistem hukum yang berfungsi. Lawrence M. Friedman pernah 

mengatakan bahwa efektivitas pengenalan produk hukum tergantung pada tiga 

faktor unsur wajib atau hakiki dariii undang-undangii itu isendiri, idalam ihal inii PP 

No. 33 iTahun 2012; faktor hukum dan budaya yang ada dalam masyarakat. 
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Suatu sistem ihukum memiliki istruktur, i bingkai atau rangka, bagian yang 

bertahan, i bagiani yangi memberii bentuki dan ibatasani padai keseluruhan. i Tujuan 

substansial, di sisi lain, adalahii aturan, i i norma, i i danii polai perilaku aktual manusia 

yang iada idi idalami sistem. i Ini iberfokusi padai hukumi yangi sebenarnya, i bukan 

hanya iaturan iyang itertulisi dalami bukui undang-undang. i Kemudiani kitai sampaii 

pada unsur ketiga, budayai hukum, sikap manusia terhadap hukum dan sistem 

hukum. Keyakinan, nilai, pemikiran, harapan. Dengan kata lain, ibudayai hukum 

adalah isuasana ipemikiran isosial idan ikekuatani sosial iyang menentukan 

bagaimana hukum diterapkan, dielakkan, dan disalahgunakan. Tanpa budaya 

hukum, sistemi hukum iitui sendirii menjadi tidak berdaya.14 

 

Kita kemudian sampai pada unsur ketiga, budaya hukum, atau sikap manusia 

terhadap hukum dan sistem hukum. Keyakinan, nilai, pemikiran, harapan. Dengan 

kata lain, budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang 

menentukan bagaimana hukum diterapkan, dielakkan dan disalahgunakan. Tanpa 

budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. 

 

Merupakan kewajiban iNegarai untuki melindungii dan imelayani irakyat/warga 

negaranya isebagaii akibat iwajar idari itujuani dani fungsinya. i Hubungan dengan 

orang/wargai negara imenimbulkani kewajibani tertentu iyang iharus idipenuhi ioleh 

negara. iKewajibani yang itimbuli dari ihubungan iantara inegarai dan iwarga 

negaranya isangat iluasi daniberagam. iSalah isatunya iadalahi kewajibani hukum 

iyangi timbuli darii klaimi haki asasi imanusia. Tujuan dan fungsi negara bagi 

 
14 Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, (New York: W.W. Norton and Co.) 

hlm.6-10. 
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rakyat/warga negara dilakukan oleh ipemerintah sebagai ibadan ihukum yang pada 

hakekatnya merupakan personifikasi negara. 

 

Pemberian ASI ieksklusif imerupakan bagiani integral idari ihak ianak. Hak ianak 

merupakan ibagian idari ihak iasasi imanusia iyang iwajibi dijamin, i dilindungi idan 

diwujudkaniolehi orangi tua, ikeluarga, i masyarakati dan Negara. Pasal 52 (1) dan (2) 

UU HAM No. 39 Tahun 1999 mengatur bahwa: 

(1) Setiap ianak iberhaki atasi perlindungan idari iorang itua, ikeluarga, 

masyarakat dan Negara. 

(2) Hak ianak iadalah ihak iasasi imanusia iyang sudah diakui sejak dalam 

kandungan dan dilindungii undang-undangi untuk kepentingan anak 

tersebut. 

 

Kesehatan merupakan bagian integral dari ihak iasasi imanusia idan isalahi satu 

unsur ikesejahteraan iyangi harusi diwujudkani sesuai idengan icita-cita ibangsa 

Indonesia iyangi termaktub idalami Pancasilai dan iUndang-Undangi Dasari Negarai 

Republiki Indonesia iTahun i1945. iOleh ikarena itu, i segala iupaya iuntuk 

memeliharai dani meningkatkani kesehatan imasyarakati harus iberdasarkan iprinsip 

nondiskriminasi. i Sebagai inegarai hukum, i Indonesiai secara itegasi menjamin 

iperlindungan ihak iasasii wargai negaranyai tanpai diskriminasi, i termasuk 

perlindungan hak menyusui secara eksklusif bagi bayi yang ibunya bekerja sebagai 

PNS. i Segala ibentuki diskriminasi idilarang ikarenai bertentangani dengan iprinsip-

prinsipi sosiali umum.  
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Menurut iPasal i1i ayati (3) iUndang-Undang iNomor i39 iTahun i1999 itentang 

Haki Asasi iManusia imenyatakan ibahwa: 

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 

secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas 

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan 

pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau 

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 

secara individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 

budaya dan aspek kehidupan lainnya”. 

Hukum menjamin hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh semua 

orangi agar inegara iselalu imemenuhi ikewajibannya. i Tidaki terpenuhinyai haki bayi 

untuki mendapatkan iASIi eksklusifi dapati mengabaikan ipemenuhani haki anak 

untuk imendapatkan inutrisi terbaiki yang idibutuhkannya. iMenerima perlakuan 

yangi diskriminatifi menyebabkani seseorang itidak idapati memenuhi ikewajiban, 

dani karena ikewajiban itersebut itidak idipenuhi imengakibatkani pihak ilain 

kehilangani haknya.  

 

Anak iIndonesiai adalah icikal ibakal igenerasi imudai yangi akani menjadi 

penerusi masa idepan ibangsai Indonesia, isehinggai sedinii mungkin iharus 

dipersiapkan idengani sebaik-baiknyai dalam imewujudkani masai depani bangsa 

Indonesia isesuai idengani apai yang idicita-citakan. . Pemberiani ASIi eksklusif 

merupakan ilangkah awal untuk imenciptakan generasii yang sehat dan produktif 

sertai merupakani investasi ijangka ipanjangi yang idimiliki ioleh ibangsai Indonesia. 
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Pasal i128i Ayat 1, Ayat 2, dian Ayat 3 Undang-Undangi Kesehatan iNomor 36 

Tahun 2009 menentukan: 

(1)  "Setiap ibayi iberhaki eksklusif iatas airi susu iibu selamai enam ibulan isejak 

kelahirannya, i kecuali dinyatakan lain secara medis." 

(2)  “Dalam ipemberiani ASI, ikeluarga, ipemerintah, ipemerintah idaerah, idan 

masyarakat iharusi memberikani dukungan ipenuh idengan imenyediakan 

iwaktui dan ifasilitas ikhususi bagi iibu bayi.” 

(3)  “Pemberiani fasilitasi khususi sebagaimana idimaksud idalam iayat (2) 

dilakukan idi iperkantorani dan ifasilitas iumum.”.” 

 

Pemberian fasilitas khusus merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

tentunya pemberian ini merupakan hak setiap ibu iuntuk mendapatkan fasilitas 

khusus. Dengan memberikan fasilitasi khususi tersebut, ipemerintahitelah 

imemenuhi ikewajibannya iuntuk menegakkan hak-hak gender perempuan. Hak 

asasi manusia (hak idasar) adalah hak fundamental (grounded).15 

 

Hak-hak anak idalami pandangani Islam pada umumnya diturunkan ke dalam 

bentuki hak-hak anak yang meliputi subsistem sebagai berikut:16  

a. Haki anak isebelum idani sesudah lahir; 

b. Hak idalam ikesucian iketurunannya; 

c. Haki anaki untuki memperoleh inama baik; 

d. Haki anak iuntuk imendapat susu; 

 
15 Majda iEl Muhtaj, i2008, iDimensi-Dimensi iHAM: Menguraii Hak iEkonomi, i Sosial, dan Budaya, 

PT. iRaja iGrafindo iPersada: i Jakarta, hlm.31 
16 Maulana iHasani Wadong, i2000, i Pengantar iAdvokasii dan iHukumiPerlindungan iAnak, PT. 

Grasindo: Jakarta, hlm.32. 
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e. Hak ianak iuntuk imendapatkani pengasuhan, ipengasuhan dan 

pemeliharaan; 

f. Haki anaki untuk imemiliki iharta iatau ihak iwaris, igunai mempertahankan 

hidup ianak; 

g. Haki anak idii bidangi pendidikan dan pengajaran 

 

Negara idianggapi melakukani pelanggarani hak iasasi manusiai karenai tidak 

menjalankan ikewajiban inegarai untuk imenghormati, imemenuhi idani melindungi 

hak ianak iatas iASI eksklusif. iPasali 1i ayat i (6) iUndang-Undang iNomor 39 Tahun 

1999i menjelaskan: i 

“Pelanggaran ihak iasasi imanusia iadalahi setiap iperbuatani seseorang iatau 

kelompok iorangi termasuk iaparati negarai baiki sengaja imaupun itidaki sengaja 

atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, 

membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok 

orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau 

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan 

benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” 

 

Pemenuhan hak pemberian ASI eksklusif bagi pegawai perempuan harus 

dilaksanakan olehi negara idengan isebaik-baiknya iuntuki menjamin keadilani dan 

perlindungan ibagi ibayi idani ibui tanpa ipenderitaan.  

 

D. Tinjauan tentang iAnak 

Menurut Kamus iBesar iBahasai Indonesia, i anaki adalahi keturunani atau 

pemuda.17 Secara umum diketahui bahwa anak berarti orang iyang ibelumi dewasa 

 
17 Kamusi Besari Bahasai Indonesia 1990, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.81 
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atau orang yang belum menikah. Menurut undang-undang, peraturan dan pendapat 

para ahli, definisi anak berbeda-beda. Namun, tidak ada keseragaman dalam 

pemahaman anak-anak. Hukum dan tata cara lain menetapkan standar lain untuk 

anak-anak. Dukungan yang lebih stabil dan tepat, baik kelembagaan maupun 

hukum, diperlukan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan anak.  

 

Anak penyandang disabilitas menempati tempat yang sangat penting dalam 

masyarakat, bangsa dan kehidupan berbangsa, karena mereka tumbuh dan 

berkembang sebagai anggota generasi penerus yang berjuang untuk mewujudkan i 

cita-citai bangsa. i Sebagai igenerasi ipenerus, ianak-anak perlu diperhatikan dan 

diasuh agar kesejahteraan mereka meningkat, dan seiring dengan pertumbuhan 

mereka, kepribadian mereka tumbuh dan mereka mampu mengembangkan 

keterampilan dan kemampuan untuk memenuhi peran dan fungsinya dalam 

kehidupan. 

 

Secara umum, di bawah KHA, seorang anak didefinisikan sebagai manusia 

dengan batas usianya 18 tahun, meskipun batas usia yang berbeda dapat berlaku 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan nasional. Berdasarkani Undang-Undang 

iNomor i11 iTahun i2012i tentangi Sistemi Peradilan iPidana iAnak, i pengertian anak 

menuruti undang-undang iinii adalah ianak idarii tersangkaiyangi telah iberumur 12 

tahuni tetapii belumi mencapai iumur i18i tahuni untuki melakukani tindak pidana. 

Undang-undangi ini ijuga imencakupi lembaga-lembaga lain. 

 

Sistemi peradilani anaki meliputii keseluruhani prosesi penyelesaiani perkara 

anakiyang ibermasalahi hukum, imulai idari itahap ipenyidikani sampai idengani tahap 
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pembinaani setelah itindaki pidana idilakukan. iUU iNo. i11 iTahun i2012 itentang 

Sistem iPeradilan iAnak, iPasal 1 iNo. 1. UU SPPA UUi Kompensasii - UU No. 3 

Tahun 1997i tentang iPengadilani Anak. UU iPengadilan iAnak berlaku ikarena UU 

Pengadilani Anaki tidak imempertimbangkani atau imenjamin ikepentingan ianak, 

anak pelaku, ianak isaksi, iatau ianaki korban. iUndang-undang iperlindungani anak 

hanyai melindungii anak isebagaii korban, idan ianak isebagai ipelaku dituntut sama 

seperti ipelaku idewasa. 

 

E. Tinjauan tentangi Tindaki Pidana 

Istilah delik pidana disebut strafbaarfeit dalam hukum pidana, dan meskipun 

istilah kejahatan sering digunakan dalam literatur hukum pidana, pembuat undang-

undang menggunakan istilah delik pidana atau delik pidana ketika membuat 

undang-undang.18  

Menurut Moel Yatno, tindak pidana didefinisikan sebagai iperbuatani yang 

dilarangi oleh iaturani hukum, i yangi larangannyaii disertai iidengani iancaman i 

(sanksi) ii berupai itindak iipidana ikhususi terhadap iorang iyang imelanggar ilarangan 

tersebut. i Tindak pidana juga dapat dipahami sebagai perbuatan di bawah aturan 

hukum yang diancam dengan tindak pidana. Namun perlu diperhatikan bahwa 

larangan itu berkaitan dengani perbuatani (yaitu ikeadaan atau iperistiwa iyang 

disebabkani olehi perbuatan iorang itersebut), sedangkani ancamani hukuman 

ditujukanikepada iorang iyang imenyebabkani peristiwai itu.19 

 

 
18 Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 72 
19 Moeljanto, 1984, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara: Jakarta, hlm. 5 
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Selain itu, kejahatan merupakan suatu konsep yang mencakup pengertian dasar 

ilmu hukum sebagai suatu konsep yang dibentuk berdasarkan kesadaran untuk 

memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa pidana. Karena delik pidana 

merupakan pengertian abstrak tentang peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang 

hukum pidana, maka kejahatan perlu diberi arti ilmiah dan didefinisikan secara 

jelas untuk membedakannya dengan istilah-istilah yang digunakan dalam 

masyarakat sehari-hari.20
 

 

Istilah peniruan kriminal idigunakani dalami hukum ipidana iBelanda. i Dalam 

hukumi ipidanai idi inegara-negara iAnglo-Saxon, iistilah "pelanggaran ringan" atau 

"tindakan kriminal" digunakan untuk tujuan iyangi sama. Hukum pidana iIndonesia 

berasali dari Belanda, jadi istilah aslinya sama dan berarti “dihukum”. Istilah 

peniruan identitas terdiri dari tiga unsur: kejahatan, bar, dan dia palsu. Punishment 

artinya hukuman (kejahatan), baar artinya bisa, dan feit artinya kejadian 

(perbuatan). Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat diancam 

dengan hukum i pidana.21 Kejahatan adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dihukum, disebut strafbaarfeit dalam 

bahasa Belanda. i  

 

Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan kriminal adalah:22  

1) Kasusi pidana 

2) kegiatan kriminal; 

3) serangan 

 
20 Nikmah Rosidah,i 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 13 
21 Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama: Bandung, 

hlm. 59 
22 Masruchin Rubai, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB:  Malang, hlm. 21 
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4) perbuatan i pidana; 

 

Kejahatani merupakani pengertiani dasar idari hukum pidana. Kejahatan 

merupakani pengertiani hukum iyang iberbeda diengan istilahi perbuatan ijahat idan 

kejahatan. iDitinjau dari segi hukum formil, tindak pidana merupakan perbuatan 

yang melanggar hukum pidana.  

 

Oleh ikarena iitu, itindakani yang idilarang iolehi undang-undang iharus 

dihindari, i dan ipelanggarani akani dihukumi. Oleh ikarena itu, i setiap ilarangan iatau 

kewajibani khusus yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara harus dituangkan 

dalam undang-undang dan iperaturani pemerintahi baik idii tingkati pusat imaupun 

idaerah.23 

 

Kejahatan, yang disebut Strafbaarfeit dalami bahasa iBelanda, terdiri dari tiga 

kata:  

a) Strafi diartikan isebagai ipidana dani hukum,  

b) Baari diartikan isebagaii dapati dan iboleh,  

c) Feiti diartikan isebagai itindak, iperistiwa, ipelnggaran idan iperbuatan.  

 

Biasanya itindaki pidanai identiki dengan ikejahatani yang iberasali dari ikata 

latin “delictum”. iDalami bahasa iJerman idisebut kriminalitas, dalam bahasa 

Belanda idisebut kriminalitas.24 Kamus Bahasa Indonesia menggunakan istilah 

kejahatan. Artinya, i suatu perbuatan yang diancam dengan pidana karena 

 
23 P.A.F. i Lamintang, i1996, Dasar-iDasari Hukumi Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta Bakti: 

Bandung, ihlm. 7 
24 Teguh Prasetyo, i 2011, HukumiPidana, iRajawali iPers: Jakarta, hlm. 47 
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melanggar suatu tindak pidana. iIstilah-istilah yang digunakan oleh para ahli 

adalah: Vos menggunakan istilah strafbaarfeit, yaitu perbuatan manusia yang dapat 

dipidana, jadi perbuatan yangi padai umumnya idilarang idengan ancaman 

ipidana.25 

 

Menurut iSimons, sitrafbaarfeit atau ikejahatan iadalah iiperbuatani yang 

diancam idengan ipidanai yangi melawanihukumi yangi berkaitani dengan kesalahan 

orang yang imampui bertanggungjawab. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, 

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarangiolehi aturani hukum pidana dan 

diancam dengan hukuman bagii siapa saja yang melanggari larangani tersebut.26  

 

Pompe imembedakani pengertiani strafbaarfeiit  yaitu:27  

a) Pengertian menurut iteori, imemberikani pengertian istrafbaarfeiti adalah 

pelanggaran inorma, iyang idilakukani karena ikesalahanisi ipelanggaridan 

diancami dengani pidana iuntuk menjaga ketertiban ihukumi dan 

menyelamatkanikesejahteraani umum; 

b) Pengertian ihukumi positif, imerumuskan ipengertian istrafbaarfeit adalah suatu 

peristiwa i (feit) i yang oleh undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang 

dapat idipidana. 

 

Sedangkan imenurut iS.R. iSianturi, ipengertiani kejahatan iadalah suatu 

perbuatan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan 

 
25 Bambangi Poernomo, i1994, Asas-asasiHukumi Pidana, iGhalia Indonesia: i Jakarta, hlm. 9 
26 Bambangi Poernomo, 1992, iAsas-asas hukum pidana, iGhalia Indonesia: iJakarta, hlm.130 
27 Wirjono iProdjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama: Bandung, 

hlm. 59 
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dan idiancami dengani undang-undang, i melawani hukum idan idengan ikesalahan, 

yang idilakukan oleh seseorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkannya. 

Jadi, iunsur-unsur ikejahatani itu tierdiri atas subjek, ikesalahan, i perbuatan 

melawan ihukum, iperbuatan iyang idilarang idani dipidana menurut undang-

undang dan iwaktu idan itempati serta keadaan-keadaani tertentu. i Kejahatan 

merupakan istilahi yang imencakupi pengertiani dasar ilmu hukum. Tindak pidana 

adalah istilah yang diciptakan dengan maksud untuk memberikan ciri tertentu pada 

peristiwa menurut hukum pidana. Penting untuk memberinya makna ilmiah.28 

 

Tindak ipidana ijuga idiartikan isebagai idasar iuntuk menjatuhkani pidana 

terhadap mereka yang imelakukan tindak pidana berdasarkan 

pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, tetapi sebelum itu 

yang berkaitan dengan penghentian perbuatan dan intimidasi. dimaknai sebagai, 

yaitu tentang asas legalitas (principle of legality), berkenaan dengan kejahatan itu 

sendiri. ). Asas keabsahan) adalah asas bahwa setiap perbuatan dilarang dan asas 

itu tidak dapat dipidana sebagai suatu kejahatan kecuali ditentukan lebih dahulu 

dengan undang-undang.  

 

Kejahatan merupakan bagian mendasar dari kesalahani yang idilakukan 

seseorangi dalami melakukan ikejahatan. i Kejahatani dapat dikategorikan ke dalam 

kejahatan komisi/kelalaian, kejahatan kelalaian, dan kejahatan komisi per 

kelalaian, antara lain:29  

a) Delik iComissionis  

 
28 Ibid 
29 Sutan Remy Sjahdeini, 2007, Pertanggungjawan Pidana Korporasi, Grafiti Pers, hlm. 34 
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Deliki komisioner iadalahi tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk 

pelanggaran iterhadapi suatu ilarangan, yaitu perbuatan yang dilarang seperti 

pencurian, penipuan atau pembunuhan.  

b) Delik iOmmissionem  

Kelalaian adalah tindak pidana yang berbentuk delik administratif, yaitu tidak 

ditaatinya suatu perintah, misalnya. tidak hadir sebagai saksi di pengadilan 

berdasarkan Pasal 522i KUHP.  

c) Delik iComissionisi peri Ommissionem iCommissa  

Pelanggaran ini didefinisikan sebagai kejahatan yang melanggar larangan, 

tetapi dapat dilakukan jika, misalnya, Anda tidak melakukan hal-hal berikut: 

Seorang ibu yang menyebabkan bayinya meninggal tanpa disusui (Pasal 338 

dan 340 KUHP). 

 

F. Faktori yang iMempengaruhi iPemberian iASI iEkslusif ipada Bayii Usia 

0-6 Bulan 

1) Umuri Ibu 

Menurut iUntari, usia merupakan salah isatu ifaktori yang imempengaruhi 

pemberiani ASIi eksklusifi pada bayi. Wanita yang lebih muda umumnya 

memiliki keterampilan menyusui yang lebih baik daripada wanita yang lebih 

tua. Sebagian besar ibu menyusui eksklusif berusia antara 20 dan 35 tahun. 

Usia 20-35 adalah usia reproduksi yang sehat untuk wanita, tetapi usia 35 tahun 

ke atas dianggap sebagai usia berisiko reproduksi.  

 

Dari segi perkembangan, orang yang berusia di atas 35 tahun menunjukkan 

perkembangan psikologis atau spiritual yang lebih baik. Ternyata semakin 
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matang usia seorang ibu, semakin sedikit jaminan kedewasaan dalam 

kegelapan dan perilaku. Pemberian iASI eksklusif berarti orang yang berusia 

di bawah 20 tahun masih belum matang secara fisik, mental dan psikologis. Ini 

juga karena ibu bingung dan tidak tahu bagaimana cara menyusui bayinya 

secara eksklusif untuk reproduksi yang sehat, karena dia tidak memiliki 

pengalaman dalam perawatan bayi dan menyusui. Diketahui ibahwai usiai aman 

untuki hamil, melahirkani dan imenyusuii adalah 20-35i tahun. iOleh karena itu, 

masa reproduksi sangat cocok untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. 

Pasalnya, pada usia tersebut, anak dianggap belum dewasa dan belum cukup 

bijak untuk mengambil keputusan seperti apakah akan memberikan ASI 

eksklusif. Selain itu, informasi yang tersedia terbatas. Seiring bertambahnya 

usia, Anda menjadi lebih dewasa dan efisien dalam berpikir dan bekerja. 

 

Salah isatui faktor iyang imempengaruhii pengetahuani adalah ipendidikan. 

Semakini tinggi ipendidikannya, isemakin idalam ipengetahuannya. iSaya 

menjelaskani bahwa i semakini itinggii pendidikan, i semakini mudah imenerima 

dan iberadaptasi dengan hal-hal baru. Pendidikan dapat merangsang rasa ingin 

tahu, mencari pengalaman, dan mengorganisasikan pengalaman sedemikian 

rupa sehinggai informasi iyang idiperolehi menjadii pengetahuan. i 

 

2) Pendidikani Ibu 

Ibu iyang iberpendidikan lebih tinggi lebih rasional tentang manfaat ASI 

eksklusif, dan ibu yang iberpendidikani lebih imemiliki iakses informasi yang 

lebih banyak daripada ibu yang berpendidikan lebih rendah. Pengetahuan ibu 
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membentuk keyakinan tentang tindakan tertentu. Pendidikan juga merupakan 

salah satu faktor yang berkontribusi terhadap akses ibu untuk bekerja.  

 

Ibu berpendidikan menengah dan tinggi biasanya banyak berpikir untuk 

meningkatkan kesehatan dan perkembangan anaknya. Namun, ibu dengan 

pendidikan menengah dan perguruan tinggi mungkin lebih kecil 

kemungkinannyai untuki memberikani ASI ieksklusifijika status ekonomi 

mereka cukup baik. Secara umum, orang yang telah mengenyam pendidikan 

tinggi memiliki jangkauan pengetahuan yang lebih luas daripada mereka yang 

telah mengenyam pendidikan rendah. Ibu yang berpendidikan tinggi tiga kali 

lebih mungkin untuk memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang 

berpendidikan rendah. 

 

 

3) Status iPekerjaani Ibu 

Status ipekerjaani merupakan iaktivitas iyangi memakan waktu yang 

mempengaruhi aktivitas dan keluarganya. Oleh karena itu, pekerjaan dapat 

mempengaruhii pemberian iASI eksklusif. i Orang berhak atas pengalaman dan 

pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu 

hambatan pemberian ASI eksklusif adalah kurangnya waktu ibu. Ibu yang 

bekerja untuk menghidupi keluarganya lebih kecil kemungkinannya untuk 

mendapatkan ASI dibandingkan ibu yang tidak bekerja. 

 

Ibu yang bekerja sulit memberikan ASI eksklusif karena harus 

menghabiskan waktu di tempat kerja. Ditemukan bahwa semakin banyak ibu 
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yang sibuk bekerja maka semakin sedikit ibu yang memberikan ASI eksklusif. 

Karena ibu yang bekerja tidak berhenti memberikan ASI eksklusif, mereka 

cenderung memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memberikan ASI 

eksklusif, bertentangan dengan kewajiban kerja mereka.  

 

Jika status pekerjaan ibu tidak fungsional, kemungkinan besar ibu dapat 

memberikan ASI eksklusif, dan jika status pekerjaan ibu fungsional, 

kemungkinan besar ibu tidak dapat menyusui bayinya secara eksklusif. . Ibu 

tidak perlu memberikan ASI eksklusif pada bayinya karena kebanyakan ibu 

yang bekerja memiliki waktu yang lebih sedikit untuk merawat bayinya. Ibu 

yang bekerja dapat menyusui bayinya secara eksklusif dengan menjalani cuci 

darah atau memompa untuk menyimpan ASI dan memberikannya kepada bayi 

nanti. Kondisi lingkungan ibu bekerja juga dapat mempengaruhi pemberian 

ASI eksklusif. 

 

4) Paritas 

Paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu. 

Pentingnya kesetaraan dalam pemberian ASI menunjukkan bahwa 

pengalaman pemberian ASI eksklusif, pemberian ASI saat melahirkan anak 

sebelumnya, kebiasaan keluarga menyusui, dan pengetahuan tentang manfaat 

pemberian ASI semuanya mempengaruhi keputusan ibu untuk menyusui atau 

tidak. untuk mempengaruhi keputusan. Ibu multipara berpengaruh pada durasi 

laktasi, yang mungkin disebabkan oleh faktor pengalaman ibu.  

 



40 

 

Ibu dari bayi pertama mungkin benar-benar berjuang untuk menyusui. Itu 

karena ibu tidak tahu bagaimana sebenarnya menyusui. Seorang ibu mungkin 

enggan menyusui bayinya ketika dia mendengar bahwa orang lain memiliki 

pengalaman buruk dalam menyusui. 

 

Peningkatan pemerataan nutrisi menghasilkan perubahan kecil, tetapi 

tidak signifikan, dalam produksi susu. Produksi ASI imeningkat dengan 

kelahirani anaki pertamai dani menuruni dengan ikelahiran ianaki kelima. 

Angka pemberian iASI ieksklusif lebih tinggi pada iibu bersalin dibandingkan 

dengan ibui primipara. Pengalaman menyusui sebelumnya juga 

mempengaruhi sikap ibu terhadap pemberian ASI ieksklusif, terutama dalam 

mengatasi masalah selama menyusui. Dengan demikian, ibu multipara yang 

tersengat dua kali lebih imungkini untuki menyusuii secarai eksklusif 

dibandingkan iibui primipara. 

 

 

5) Jarak Kehamilan 

Interval kehamilan yang aman adalah antara satu setengah hingga dua 

tahun setelah kelahiran terakhir, kata Bernadus dari Rubis. Jarak kehamilan 

yang aman secara alami melindungi Anda dan bayi Anda dari banyak risiko. 

Rahim diberikan waktu dan istirahat yang cukup untuk memastikan bahwa 

asupan makanan bayi berada di jalur yang benar dan mempersiapkan bayi 

untuk perkembangan yang sehat dan berkualitas tinggi.  

Kesenjangan waktu antara kehamilan memaksa ibu untuk menyusui secara 

eksklusif. Ibu hamil yang akan datang mungkin berisiko jika mereka tidak 
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menyusui bayinya secara eksklusif. Melahirkan dalam waktu dekat dapat 

mengancam kesehatan ibu. Selain itu, 2 tahun adalah waktu terbaik untuk 

menyusui atau menyusui, yang bermanfaati bagi iibu idan anak. Menyusui 

selama enam bulan, dan mungkin dua tahun, secara positif memengaruhi 

kecerdasan dan kesehatan bayi.  

 

Jika ibu diketahui hamil lagi saat menyusui, ia juga akan terfokus pada 

bayi dalam kandungannya, sehingga kurang memperhatikan anak (pertama) 

dan kurang gizi dari susu yang diberikan pada anak. Kemungkinan besar ada. 

. Dengan demikian, anak pertama tidak mendapat perhatian dan ASI yang 

optimal dari ibunya, yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan 

perkembangan. Perhitungan kedua dilihat dari sudut pandang psikologis anak. 

Secara umum, seorang anak secara teoritis dapat mulai memahami dan 

menerima saudara kandung ketika dia berusia dua tahun atau lebih. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendektan Masalah  

Pendekatan Menurut Soerjono Soekanto, penelitiani hukumi adalah ikegiatan 

ilmiah iberdasarkani metode yang sistematis dan gagasan-gagasan khusus untuk 

menyelidiki dengan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu.30 iJenis 

penelitian iyang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan 

yaitu preskriptif dan empiris: 

1. Pendekatan iNormatif  

Pendekatani normatif, iyaitu ipenelitian melalui penelaahan ibahan ipustaka 

berupa iliteraturi dan iperaturani perundang-undangani yangi berkaitan idengan 

masalah iyang iakan idiperdebatkan, i khususnya terkait dengan penegakan hak 

eksklusif ibu narapidana untuk menyusui anaknya. 

2. Pendekatan iEmpiris  

Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan 

melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui lebih jauh tentang isu yang 

dipermasalahkan, yaitu implementasi hak ibu untuk memberikan ASI eksklusif 

bagi anaknya yang telah terbukti mendekati. 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Adapun idatai dani sumber idata iyang digunakan dalam penulisan ini meliputi: 

 
30 Soerjono Soekanto, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1 
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1. Bahan hukum primer, antara lain:  

a. Undang-undangi Nomori 39 itahun i1999 tentang Hak Asasi Manusia 

b. Undang iUndang iNomor 36 iTahun 2009 tentang Kesehatan 

c. Undang-Undangi Nomor i22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan 

2. Bahani hukumi sekunder  

Bahan hukum isekunder ibersumber idari ibahan ihukum iyang imelengkapi 

hukum iprimer, i di antaranya: 

a. Peraturani Pemerintah iNomor i33 Tahun i2012i tentang Pemberian Air Susu 

Ibu Eksklusif. 

b. Peraturani Pemerintahi Nomori 92 iTahun i2015i tentang iPelaksanaan iKitab 

Undang-undang iHukum iAcarai Pidana. 

3. Bahan ihukumi tersier  

Bahan ihukum itersier itersedia dari berbagai sumber, antara lain berbagai 

literatur hukum/teori buku/pendapat ahli, dokumen, kamus hukum, dan sumber 

internet. 

 

C. Penentuani Narasumber 

Narasumber adalah pihak yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber 

informasi dan memiliki pengetahuan dan informasi yang diperlukan tergantung 

topik yang dibahas. Oleh karena itu, survei ini memerlukan narasumber 

berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sebagai responden.  

Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Implementasi 

Pemenuhan Hak Asi Ekslusif Bagi Anak Pada Ibu Yang Terpidana, terdiri dari: 

1. Ketua Lapas Perempuan Kota Bandar Lampung           : 1 orang  

2. Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung     : 1 orang  
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3. Dosen iBagian iHukumiPidanai Fakultas iHukum iUnila          : 1 

orang  

 Jumlah                : 3 orang 

 

D. Prosedur iPengumpulani dan iPengolahan iData  

1. Metode iPengumpulaniData 

Pengumpulan idatai dilakukani dengani dua metode: survei kepustakaan dan 

survei lapangan: 

a. Riset Kepustakaan Riset kepustakaan meliputi riset, analisis, studi kasus, dan 

berbagai literatur, dokumen, serta catatan hukum dan peraturan lainnya yang 

terkait dengan pelaksanaan hak ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada 

anaknya. Pengumpulan data dilakukan melalui kutipan. 

b. Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara 

dimana informasi idiperolehi langsungi dari lokasi survei dengan 

menggunakani alati pengumpul data dan kuesioner yang hanya berisi poin-

poin penting yang dibuat pada saat wawancara. 

2. Metodei Pengolahani Data 

Hasil ipenelitian, ibaik idata primeri maupun isekunder. Data dikelola dalam 

beberapa fase: 

a. Penyusunan yaitu menyesuaikan data iyangi diperoleh idengan 

permasalahani dalam penelitiani ini, dilakukan penyusunan terhadap data 

yang telah terkumpul dan diseleksi dan diambil data yang diperlukan. 

b. Pemilihan Data Olahan. Data tersebut diperiksa ulang (diseleksi) untuk 

menentukan apakah data tersebut cukup untuk segera mempersiapkan 
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kebutuhan proses selanjutnya. Ini imeningkatkan ikualitasi data iyang 

dianalisis. 

c. Penulis berusaha mengklasifikasikan datai yang diperoleh dalam karya ini 

sebagai salah satu bahan konkrit berdasarkan fakta yang ada. 

d. Kompilasi data disusun secara sistematis dan ditugaskan ke setiap subjek 

untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut. 

 

E. Analisis Data  

Setelah mengolah data, analisis data kualitatif membantu memperjelas jawaban 

atas pertanyaan dengan menyajikan hasil penelitian dalam kalimat dan kesimpulan 

yang mudah dipahami demi mendapatkan sebuah simpulan.
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Dari pembahasan yang talah diuraikan pada bab IV, maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan berupa: 

1. Implementasi pemenuhan pemberian Hak ASI Eksklusif bagi bayi yang ibunya 

terkena pidana pada lapas Wayhui yaitu telah berjalan cukup baik. Adanya 

Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjadi acuan bagi para penegak hukum 

untuk mengimplementasikan pemberian Hak tersebut. Dalam hal tersebut 

Negara juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan pemberikan Hak ASI 

Eksklusif, misalnya membuat ruang laktasi bagi para narapidana perempuan 

untuk menyusui anaknya, memisahkan sel tahanan berbeda dengan narapidana 

lain, memberikan sosialisasi dengan cara bekerjasama dengan Dinas 

Pelindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan menyediakan pendampingan 

psikologi bagi anak-anak agar mental anak tidak terganggu. Hal tersebut 

dilakukan oleh Lapas Wayhui sebagai tanggung jawab negara. 

 

2. Faktor Penghambat Implementasi pemenuhan ASI Eksklusif yaitu: 

a) Kesenjangan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adanya kesenjangan 

yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 128 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan 
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bahwa bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak lahir hingga berumur 

6 bulan, kecuali terdapat indikasi medis. Namun dalam implementasinya, 

banyak bayi yang hingga usia 6 bulan keatas masih mendapatkan ASI. 

Dengan adanya kesenjangan tersebut, pemenuhan hak atas ASI Eksklusif 

menjadi tidak terpenuhi secara maksimal, terutama bagi ibu yang memiliki 

pemahaman dan lebih setuju bahwa pemberian ASI Eksklusif adalah 

pemberian yang dilakukan secara langsung (direct breastfeeding).  

b) Kurangnya pengetahuan mengenai adanya Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu 

Eksklusif, sehingga peraturan tersebut belum sepenuhnya menjadi acuan 

dalam implementasi pemenuhan hak pemberian asi eksklusif. 

c) Terlaksananya kewajiban pemerintah, namun belum terlaksana secara 

sempurna sebagaimana yang diatur mengenai kewajiban dasar negara 

dalam konteks hak-hak anak yaitu pemenuhan (to fulfill) sehingga 

instrumen-instrumen hukum yang berlaku tidak memiliki dampak positif 

bagi pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi. 

d) Ketidaktahuan Ibu tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif,. 

Terbentuknya pengetahuan seorang ibu juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan. Semakin banyak informasi yang didapat oleh ibu maka 

semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan karena informasi 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Pengetahuan atau kognitif merupakan suatu 

domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. 

Semakin baik pengetahuan seorang Ibu mengenai ASI eksklusif, maka 
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seorang ibu akan memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Begitu juga 

sebaliknya, semakin rendah pengetahuan seorang ibu mengenai ASI 

eksklusif, maka semakin sedikit pula peluang ibu dalam memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya. 

f) Adanya rasa khawatir atau ketakutan seorang ibu Ketika membawa anaknya 

yang masih dibawah umur untuk masuk kedalam Lapas. Rasa takut tersebut 

merupakan salah satu faktor penghambat terlaksananya pemberian ASI 

Eksklusif bagi bayi. Seorang ibu yang terpidana khawatir untuk membawa 

anaknya kedalam Lapas karena berfikir kondisi Lapas yang sangat tidak baik 

untuk perkembangan bayinya. Maka dari itu perlunya pembinaan khusus yang 

dilakukan oleh pemerintah dan petugas Lapas kepada ibu terpidana. Hal 

tersebut bertujuan agar meminimalisir rasa cemas seorang ibu terpidana untuk 

membawa bayinya anaknya kedalam Lapas. Langkah selanjutnya, Ketika 

seorang ibu telah yakin untuk membawa anaknya kedalam Lapas, hal yang 

perlu dilakukan oleh petugas Lapas yaitu menyiapkan satu ruang khusus ibu 

tersebut untuk menyusui anaknya. Apabila petugas Lapas tidak mempu 

menyediakan ruangan atau kamar khusus ibu tersebut, maka masa penahanan 

dapat dihilangkan selama ibu terpidana menyusui anaknya. 

 

B. Saran 

Saran yang ditujunkan dalam skripsi ini yaitu: 

1. Pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak 

bagi semua bayi tanpa terkecuali.  

2. Minimnya pengetahuan ibu, menjadikan banyak narapidana perempuan 

yang menyusui anaknya dengan menggunakan pompa ASI, namun hal 
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demikian dapat mempengaruhi kualitas ASI yang diberikan kepada bayi. 

Maka dari itu, petugas lapas harus memperhatikan mekanisme Pemberian 

ASI pada bayi yang harus secara langsung dilakukan oleh ibu tanpa 

menggunakan perantara alat menyusui apapun.  

 

  



70 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku  

 

Hamzah Andi, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta  

 

Harjon Philipus, 1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia,Bina Ilmu, 

Surabaya 

 

Hesti Widuri, 2013, Cara mengelola ASI Eksklusif bagi Ibu bekerja, Ctk. Pertama, 

Gosyen Publisihing, Yogyakarta 

 

Irfan M. Nurul, 2011, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset: 

Jakarta 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, Balai Pustaka: Jakarta 

 

Lamintang P.A.F, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta 

Bakti: Bandung 

 

Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, (New York: W.W. Norton 

and Co 

 

Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 

 

Mangku Sitepoe, 2013, ASI Eksklusif Arti Penting bagi Kehidupan, Ctk.Pertama, 

PT.Indeks, Jakarta 

 

Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra 

Aditya Bakti 

 

Poernomo Bambang, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia: Jakarta 

 

Pollard dan Maria, 2016, ASI Asuhan Berbasis Bukti, Jakarta: EGC 
 

Prasetyo Teguh, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers: Jakarta 

 

Prodjodikoro Wirjono, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika 

Aditama: Bandung 

 



71 

 

Rajagukguk Erman, 2000, Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, 

Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Universitas 

Indonesia: Jakarta 

 

Rosidah Nikmah, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister 

 

--------, 2013, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: Aura 

 

--------, 2019, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower 

 

--------, 2019, Buku Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana, 

Yogyakarta: Graha Ilmu 

 

Rubai Masruchin, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB:  Malang 

 

Sjahdeini Sutan Remy, 2007, Pertanggungjawan Pidana Korporasi, Grafiti Pers 

 

Soekanto Soerjono, 1986, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta 

 

Soekanto Soerjono, 2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, 

Jakarta: Rajawali Pers 

 

--------, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers 

 

Wadong Maulana Hasan, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan 

Anak, PT. Grasindo: Jakarta Moeljanto, 1984, Asas-Asas Hukum Pidana, 

Bina Aksara: Jakarta 

 

Perundang-undangan 

 

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

 

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

 

Undang Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak 

 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu 

Eksklusif. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana 

 

Jurnal 

 

Anita Sampe, Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada 

Balita, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 11 No 1 



72 

 

 

Website 

American Academy of Pediatrics. 2012, March. Breastfeeding and the use of 

human milk (Policy Statement). Elk Grove Village, IL: Author. Retrieved 

from http://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827 

 

Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. 

2007, April. Retrieved from the Agency for Healthcare Research and Quality 

Archived EPC Evidence Reports,https://archive.ahrq.gov/clinic/tp/brfouttp.h

tml 

 

Bidanku, ASI Eksklusif untuk Bayi Ibu Wajib Tahu Manfaatnya, 

https://bidanku.com/manfaat-asi-eksklusif.  

 

Kementerian Kesehatan RI, Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020, 

http://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_60e3c13edba9f.pdf 

 

Kontenislam.com, Beda Nasib dengan istri Ferdy Sambo 9 ibu ini tetap di penjara 

meski punya anak kecil, https://www.kontenislam.com/2022/09/beda-nasib-

dengan-isteri-ferdy-sambo-9.html 

 

Kompas.com, Kandungan dan Manfaat Asi yang Menakjubkan, 

https://lifestyle.kompas.com/read/2016/08/04/170000923/Kandungan.dan.M

anfaat.ASI.yang. Menakjubkan. Diakses pada 21 Januari 2023 

 

Republika.co.id, Asi Anak Untuk Kelangsungan Hidup, https://www.republika.co.

id/berita/breakingnews/kesehatan/10/01/25/102143 asi hak anak untuk kelan

gsungan hidup 

 

Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum”, 

https://www.zonareferensi.com/pFengertianimplementasi/html.  

 

 

http://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827
https://archive.ahrq.gov/clinic/tp/brfouttp.html
https://archive.ahrq.gov/clinic/tp/brfouttp.html
https://bidanku.com/manfaat-asi-eksklusif
http://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_60e3c13edba9f.pdf
https://www.kontenislam.com/2022/09/beda-nasib-dengan-isteri-ferdy-sambo-9.html
https://www.kontenislam.com/2022/09/beda-nasib-dengan-isteri-ferdy-sambo-9.html
https://www.republika.co.id/berita/breakingnews/kesehatan/10/01/25/102143 asi hak anak untuk kelangsungan%20hidup
https://www.republika.co.id/berita/breakingnews/kesehatan/10/01/25/102143 asi hak anak untuk kelangsungan%20hidup
https://www.republika.co.id/berita/breakingnews/kesehatan/10/01/25/102143 asi hak anak untuk kelangsungan%20hidup

